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ABSTRAK 

Ahmad Sayuti. NPM.18.81.0356. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Banjarmasin). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas 

Islam Kalimantan. Pembimbing I, Dadin Eka Saputra,S.H., M.Hum., Pembimbing II, Fathan 

Anshori,S.H., M.H. 

Kata Kunci : Penegkan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online. 

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum 

atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua 

institusi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya 

penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi suatu dokumen 

saja. 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum 

terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses 

penanganan tindak pidana perjudian online di Polresta Banjarmasin. 

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian aturan realitas. 

Penelitian forensik eksperimental adalah penelitian dengan data lapangan menjadi sumber data 

primer, seperti output wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan buat menganalisis 

aturan yang dianggap menjadi perilaku orang-orang yang selalu berinteraksi dan herbi aspek 

sosial. 

Bahwa penegak hukum belum serius menaggulangi penyakit masyarakat mengenai tindak 

pidana perjudian online. Karena  hanya ada beberapa kasus tindak pidana perjudian online yang 

ditangani Kepolisisan Resort Kota Banjarmasin, bukan berarti Kepolisian Resort Kota 

Banjarmasin tidak melakukan tindakan apa-apa. Dalam melaksanakan penaggulangan terhadap 

tindak perjudian online, Kepolisian Resort Kota Banjarmasin akan melakukan tindakan yang 

sifatnya prefentif (pencegahan). 

 

 

 

ABSTRACT 

Ahmad Sayuti. NPM.18.81.0356. 2022. Law Enforcement Against Online Gambling Crime 

Judging From Law Number 19 Year 2016 Concerning Information And Electronic Transactions 

(Case Study of Banjarmasin Police). Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. 

Supervisor I, Dadin Eka Saputra, S.H., M. Hum., Supervisor II, Fathan Anshori, S.H., M.H. 
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